PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Oleh: Dewi Shinta Dame Siahaan
Pembimbing: MukhlisR., SSH.,M .H.
Erdiansyah S.H.,M .H.
Alamat: Jin. Jenderal Nomor 7 A Labuh Baru Timur, Pekanbaru, Riau.
Email: ds.damesiahaan@yahoo.co.id
Telepon: 0853 5511 5855

ABSTRACT

A crime rape is an act of very reprehensible anghagang human ethics and
morals. As stipulated in the Penal Law Article 283HP. In essence, every victim of a
different crime, would require the understanding anotection of different laws. Is we
need to know exactly what kind of legal protectigovided by the Act No. 13 of 2006
on the Protection of Witnesses and Victims of thee of rape victims. Victim of the
crime of rape necessarily expect the rule of lad jastice for him also for perpetrators.

From the research, the problem can be summed uppbouats. First, the
protection of victims of crime of rape by Act No3 bf 2006 on the Protection of
Witnesses and Victims, that the law does not stieuhow the protection of victims of
crime of rape. Second, the weakness of the Act Xoof 2006, is in this law the
Witness and Victim Protection Agency (Agency) mdstide again certain offenses
given legal protection, while this is not confirmedd clarified what are the terms,
classification and legal considerations that mestiade by the Agency. Advice Author,
First, necessary to have a clearer rule of lawha pirotection of rape victims crime.
Secondly, we need to reform the law by the goveminie this regard through the
Witness and Victim Protection Agency (Agency), whis more straightforward about
the Law on Protection of Witnesses and Victimsardomg efforts and procedures for
granting legal protection to victims of crime opea
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A. Pendahuluan

Perlindungan hukum tentunya tidak terlepas darilipgkingan hak asasi
manusia, baik individu maupun bagi semua manustaraekeseluruhan. Hak asasi
manusia merupakan hak dasar yang secara kodragkatgdada diri manusia, bersifat
universal dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cdeénk itu hak asasi
yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindgi, dan dipertahankan.

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindakag gangat tercela dan
merusak etika serta moral manusia. Apalagi di ledan yang merupakan negara



religius yang sangat menolak tindakan amoral. Sslbagna pendapat Thomas Hobbes,
dalam pelajaran filsafat hukum, yakni manusia dalah“Homo Hominilupus” yang
artinya manusia adalah serigala bagi manusia laihBari pendapat Thomas Hobbes
tersebut, sangat benar adanya jika kita lihat paddita kehidupan saat ini, begitu
banyaknya manusia yang melakukan kejahatan terhadapusia lainnya yang
menyebabkan kerugian, kesakitan, dan penderitagirokeng lain.

Salah satu dari kejahatan yang dilakukan oleh niaressebut adalah tindak
pidana perkosaan, sebagaimana diatur dalam KitadlatdprUndang Hukum Pidana
(KUHP) pasal 285, yang berbunyi: “Barang siapa dendiekerasan atau dengan
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang mikaga bersetubuh dengan
dia, diancam karena melalukan perkosaan denganaigenjara paling lama dua belas
tahun”.

Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang adenjnsur kesalahan.
apakah sengaja atau alpa. Tapi dengan dicantum&ammsur memaksa kiranya jelas
bahwa perkosaan harus dilakukan dengan sengajaakiRaan ini lebih condong pada
unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada keoamghn semi terencana dalam
melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahuiui ighseperti ini, maka perbuatan
itu akan sulit terlaksarfa.

Tindak pidana perkosaan yang terjadi di ProvingiuRkhususnya di Pekanbaru
juga cukup banyak, contohnya kasus perkosaan yamgdaru ini terjadi di Pekanbaru,
seorang gadis berusia 18 tahun yang diperkosakalkdsihnya, lalu setelah diperkosa
korban pun diperas oleh pelakiKemudian, satu contoh kasus tentang perlindungan
terhadap korban tindak pidana perkosaan yang b&ifli (23 tahun) di Pekanbaru yang
baru terjadi pada bulan Desember 2012 lalu, dimerhan diperkosa oleh 4 orang
pelaku yang saat ini menjadi tersangka dan sedasmgjatani proses penyidikan di
Kepolisian Sektor Kota Payung Sekaki, selama prdsdgaim berlangsung korban
mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya vEsta(LSM) Yayasan Bunga
Bangsa dan Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Ruparijndungan tersebut berupa
didampingi dalam proses pemeriksaan di kepolisim jdga korban diberikan tempat
tinggal sementara agar terhindar dari intervertgilpiain. Namun, dari pihak Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu korban nmakga bahwa ada kesulitan
yang mereka alami untuk mendampingi korban secaksimal, karena kurangnya
dukungan materil untuk pelaksanaan perlindungabamorDan mereka telah berusaha
membangun koordinasi dengan pihak pemerintah, napibak pemerintah sendiri
sangat kurang terbuka untuk memberikan bantuaranfséthya, mengenai Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pihak Lemb&geadaya Masyarakat (LSM)
sendiri menyatakan tidak mengetahui keberadaan agantPerlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) di Kota PekanbafuKasus perkosaan seperti ini sangat banyak

! Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat HukupMandar Maju, Bandung, him. 12.

2 http:/lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/delik-perkodatan, diakses, pada tanggal, 06 Februari
2013.
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dipubliksan di media massa, baik lokal maupun madidDan dibalik itu semua tentu

ada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidgmeakosaan tersebut, baik dari

pelaku maupun korban.

Kondisi korban tindak pidana perkosaan, yang kedlkawy adalah remaja dan
anak-anak yang tidak memahami betul hukum yangkerkserta apa saja yang menjadi
hak dan kewajiban mereka sebagai korban, sangaterhé&an perlindungan dan
dukungan dari orang terdekatnya juga penegak hukamg memproses kasus tindak
pidana yang mereka alami.

Karena itulah sangat diperlukan perlindungan hukbagi korban pidana.
Dengan jelas telah dikatakan dalam Pasal 1 angkdan@ang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hakpdarberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Kooz wajib dilaksanakan oleh

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentudamng-undang ini”.

Dalam pasal diatas, dapat dikatakan bahwa perlgalurhukum merupakan
suatu hal yang memang wajib untuk diberikan darerlipi kepada seorang korban
tindak pidana, tak terkecuali korban tindak pidgmexrkosaan. Berbicara mengenai
bagaimana perlindungan korban tindak pidana pedwos# Indonesia, pemerintah
sepertinya masih setengah hati dalam memberikdimghemgan terhadap korban tindak
pidana perkosaan. Hal ini seharusnya tidak demikika kita tinjau dari hukum yang
berlaku di Indonesia, yakni dengan lahirnya Undamgang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana thndaundang-undang tersebut
mengatur dan menjamin bagaimana perlindungan tephlarban tindak pidana.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Eerigan Saksi dan Korban
diatur bahwa, seorang saksi dan korban berhak:

a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadiatgdu dan harta bendanya, serta
bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesgksigrakan, sedang, atau telah
diberikannya;

b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukarnukgrerlindungan dan dukungan
keamanan;

c) memberikan keterangan tanpa tekanan;

d) mendapat penerjemah;

e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

I) mendapat identitas baru;

j) mendapatkan tempat kediaman baru;

k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesngadekebutuhan;

[) mendapat nasihat hukum; dan/atau

m)memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampas baaktu perlindungan
berakhir.

Dari hal itulah sebenarnya permasalahan timbulkrampada hakikatnya setiap
korban dari tindak pidana yang berbeda, tentu mémkan pemahaman serta
perlindungan hukum yang berbeda pula. Misalnya ysergulis bahas dalam penelitian



ini, yakni korban tindak pidana perkosaan. Korbadak pidana perkosaan mengalami
beban moril yang lebih berat karena menyangkut @eihgrga diri seseorang yang tidak
dapat terganti dengan alasan pemaaf dan alasaneparab apapun. Dan sangat perlu
kita ketahui sebenarnya seperti apakah perlindungakum yang diberikan oleh
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerligainnSaksi dan Korban
terhadap korban tindak pidana perkosaan terselauen& bagaimana pun, korban dari
tindak pidana perkosaan tersebut tentu mengharaképastian hukum dan keadilan
baginya juga bagi pelaku tindak pidana.

B. Rumusan M asalah
1. Bagaimanakah perlindungan korban tindak pidana gsadn berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perligalui$aksi dan Korban?
2. Apakah kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 TalR006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban mengenai perlindurigeradap korban tindak
pidana perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui perlindungan korban tindak pidana pe#os berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerligaunSaksi dan
Korban.

b. Mengetahui kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13uif&2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban mengenai perlindutgyadap korban tindak
pidana perkosaan.

2. Kegunaan Pendlitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahark@pada penulis
mengenai perlindungan hukum terhadap korban tipd#na perkosaan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaan di masyarakat
dalam memberikan perlindungan terhadap para korbadak pidana
perkosaan.

c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setggpat penegak hukum yang
memberikan perlindungan bagi para koban tindaknaigeerkosaan.

D. Metode Pendlitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini temasuk kedalam penelitian dengamdekatan yuridis normatif,
yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelitidzabahan perpustakaan hukum
yang berhubungan dengan permasalahan atau peneldraadap peraturan-
peraturan yang sudah baku atau dibukukan berdasases-asas hukum.

2. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritds.Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu:

5 Peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana, Jakarta, 2007, him.141.



a) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakiAdanusia;

e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerlgalurSaksi dan
Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undeasg-hasil penelitian,
pendapat pakar hukum, buku, artikel serta lapoeareltian®

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahanrhsekunder seperti
kamus (hukum) dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian normatif ini, penulis melakukamgempulan data dengan metode
kajian kepustakaan. Karena penelitian ini mengtejtang perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana perkosaan berdasafkdang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Analisis Data
Dalam penelitian normatif ini data akan dianalisiscara kualitatif. Kualitatif
menguraikan data yang diperoleh secara deskrggifta penajaman pada logika
sehingga data dapat dimengerti bagi semua pihakkaMakhirnya ditarik
kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yaagqdil dari hal-hal yang umum
ke khusus.

E. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saks Dan Korban
Dalam suatu proses hukum khususnya dalam peragittana, keberadaan
seorang saksi dalam membongkar suatu kasus tindakg) sangatlah penting dan
merupakan hal yang diperlukan. Saksi yang dibutoldaam suatu tindak pidana
pada proses peradilan terkadang adalah korban tidaak pidana itu sendiri.
Namun, pada kenyataannya banyak korban ataupurg oyang menolak dan
keberatan untuk dijadikan saksi dalam suatu pregksm atau peradilan pidana.
Begitu banyak alasan yang mereka pertimbangkarhgkas menjadi seorang
saksi, apalagi jika mereka juga seorang korbanb&womerasa tidak nyaman dan
keamanan dirinya yang terancam apabila menjadippeldan saksi dalam suatu
tindak pidana. Dan terkadang saksi ataupun korladot tuntuk memberikan
kesaksian kepada penegak hukum karena mendapaikaman dari pihak tertentu.
Sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum naenigddesulitan untuk
menuntaskan suatu kasus tindak pidana. Aparat pknegkum memang harus

® Burhan Ashshofdyletode Penelitian Hukun®T. Rineka Cipta, Jakarta, 25004, him. 103.
7 .
Ibid. him. 6.



berfikir keras dan mengambil suatu kebijakan hukyang tepat untuk mencari
solusi dari permasalahan ini, khususnya membengafindungan dan keamanan
kepada pihak-pihak yang menjadi saksi dan korbamgBn adanya perlindungan
hukum dan keamanan tersebut diharapkan prosesilparpilana dan penyelesaian
kasus tindak pidana dapat berjalan lebih baik ddnhl kondusif lagi. Karena

pelapor, saksi dan korban telah dengan terbuka mekab keterangan dan
kesaksian kepada aparat penegak hukum. Dalam sarages hukum, yaitu

peradilan pidana, tentu diperlukan suatu undangwgadintuk mengaturnya. Yaitu
perihal tentang perlindungan saksi dan korban. bgdadang merupakan suatu
aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan lembegjslatif Negara Indonesia
sebagai lembaga yang berwenang membuat undanggindarena dalam negara
hukum, tentu harus dengan aturan hukum sepertu suatlang-uundang yang
mengatur perihal perlindungan hukum bagi masyangkatPerlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana, merupakan salahdsatumplikasi perlindungan

hak asasi manusia yang ada. Karena manusia memeaaig s iukum memiliki hak-

hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan.

Dalam hukum pidana Indonesia, undang-undang yanggater mengenai
sistem hukum formil tentang pidana, atau hukumaapatana sudah ada yaitu Kitab
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pid&twHAP). Namun
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana idgkt ada peraturan khusus
untuk perlindungan saksi dan korban, karena dalasalpb0 sampai dengan pasal
68 undang-undang ini hanya mengatur tentang perigah hukum terhadap
tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindudgerberbagai kemungkinan
pelanggaran hak asasi manusia.

Jika dikaji dari berbagai pertimbangan dan pemikitarsebut, sehingga
memang diperlukan undang-undang khusus yang mekabegperlindungan kepada
saksi dan korban. Sehingga lahirlah Undang-Undamgd¥ 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pagéh 11 Agustus tahun 2006.
Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undandang tentang
Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1) Perlindungan dan hak saksi dan korban;

2) Lembaga perlindungan saksi dan korban;

3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dandrgrdan
4) Ketentuan pidana.

Kemudian seberapa besar dampak dari adanya Undadgrg Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korbalandamemberikan
perlindungan bagi korban perkosaan, hal inilah yaagis kita perhatikan. Pada
dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan priyaitif kita ketahui terdapat
pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaaipakan salah satu tantangan
yang harus dipikirkan secara serius. Karena itmdpagan masyarakat mengenai
perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyaralkatat, agama bahkan
lembaga-lembaga besar seperti negara. Sepintgsk&dus perkosaan tidak lebih



istimewa dari kekerasan lainnya, atau kalaupun jstiinewa, biasanya dengan

perkosaan diikuti pembunuhin.

Tindak pidana perkosaan tidak saja merampas hargdati seseorang, tapi
juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang stmngang sangat tidak
beriman dan tidak menghargai manusia yang lain. [dnni sangat memilukan,
apalagi bagi kaum wanita. Dan dalam perkembangamw ihukum, ternyata
perkosaan juga mengalami perkembangan saat innggghmenimbulkan berbagai
macam tindak pidana perkosaan tersebut. Adapuiktkaistik umum tindak pidana
perkosaar:

1) Agresivitas, merupakan sifat yang melekat padageitndak pidana perkosaan;

2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengnotivasi seksual
semata-mata;

3) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebitydda mengandung masalah
kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawainafs

4) Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalganb@ntuk, yaituanger
rape, power rapedansadistis rapeDan ini direduksi daranger and violatin,
control, and domination, erotis;

5) Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atasakmrimengalami pengalaman
buruk khususnya dalam hubungan personal (cintadsitey dalam pergaulan
seksual, rendah diri, ada ketidakseimbangan emalsion

6) Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Mdem Miethe, 4-19 % tindak
pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (paassigkorban; dan

7) Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dikakt

Tujuh karakteristik dari tindak pidana perkosaaatds, memang kurang lebih
banyak memberikan pengaruh psikis pada pelaku, dlamyp tentu saja sangat
negatif dan memberikan beban psikis pula bag korpa. Tindak pidana
perkosaan secara yuridis diatur dalam pasal 28&bKidndang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP), bahwa “Barang siapa dengarerisian atau ancaman
kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuimddiagli luar perkawinan,
diancam karena melakukan perkosaan dengan pidajarg@aling lama dua belas
tahun”.

Inti delik dari pasal 285 ini adaldfi:

a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasaamataman kekerasan;

b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehipggempuan itu tidak
dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;

c. Perempaya, tidak mampu melakukan perlawanan ataibgdaean. Wajud dari
kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antarablam berupa mendekap,
mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, tEn sebagainya
perbuatan fisik secara objektif dan fisik menyelzabkrang yang terkena tidak
berdaya;

8 Ibid. him. 12.
° Ibid. him. 48.
10 Andi HamzahDelik-Delik Tertentu di Dalam KUHSinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 15.



a. Dengan ancaman, adalah serangan psikis yang mdikgebarang menjadi
ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembeléan perlawanan atau
kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang yang eigsiykan orang yang
terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengilkkehendak orang yang
mengancam dengan kekerasan;

b. Memaksa kekerasan, dalam perkosaaan menunjukkanyadaertentangan
kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku ngaufrersetubuh sementara
korban tidak mau. Karenanya tidak ada perkosaabilapadak ada paksaan
dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar sak@assuka. Sebagaimana juga
tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasaidbk ada memaksa;

c. Seorang wanita (diluar perkawinan), dari unsudapat disimpulkan bahwa:

1) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadapitaan

2) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakuddah laki-laki yang
terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korlagau tidak ada
perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadapdiatr

3) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila oleh tevaerhadap laki-laki,
laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadegnita.

d. Bersetubuh, untuk selesainya tindak pidana perkosatuk bersetubuh maka
harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengdmkoidalam arti tidak ada
tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manatikia terjadi persetubuhan.
Persetubuhan yakni masuknya alat kelamin laki-laki dalam kemaluan
perempuan menjadi syarat utamanya.

Lahirnya suatu undang-undang tentu saja berdasadamya alasan filosofis,
sosiologis dan yuridis yang melatarbelakanginyandae adanya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Harban ini, tentu
perlindungan hukum untuk korban telah diatur. Bengena hak-hak yang dapat
diperoleh oleh korban suatu tindak pidana, dan ibegaa perlindungan korban
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006ngrerlindungan Saksi
dan Korban ini, dapat kita tinjau dari beberapappasal berikut ini, yaitu:

1) Pasal 1 angka (2): “Korban adalah sesorang yangatemi penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibattah suatu tindak pidana”.

2) Pasal 1 angka (6): “Perlindungan adalah segala augegymenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kefada dan/atau Korban
yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaganiainsesuai dengan
ketentuan undang-undang ini”.

3) Pasal 3: “Perlindungan Saksi dan Korban berasgskda:

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. rasa aman;

c. keadilan;

d. tidak diskriminatif; dan

e. kepastian hukum.”

4) Pasal 5 ayat (1): “Seorang Saksi dan Korban berhak:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, atgdy dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkeeagardkesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikannya;



(e

. ikut serta dalam proses memilih dan menentukanukepérlindungan dan

dukungan keamanan;

memberikan keterangan tanpa tekanan;

. mendapat penerjemabh;

. bebas dari pertanyaan yang menijerat;

mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

mendapat identitas baru;

mendapatkan tempat kediaman baru;

. memperoleh penggantian biaya transportasi sesngadekebutuhan;

. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sama Waiktu perlindungan

berakhir.”

5) Pasal 6: “Korban dalam pelanggaran hak asasi meagyasig berat, selain berhak
atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, guigakbuntuk mendapatkan:
a. bantuan medis; dan
b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial”.

6) Pasal 7 ayat (1): “Korban melalui LPSK berhak méukmn ke pengadilan
berupa:

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran heikvaausia yang berat;
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang mengdjgung jawab pelaku
tindak pidana”.

7) Pasal 8: “Perlindungan dan hak Saksi dan Korbarerittdn sejak tahap
penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengaerketn sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini”.

8) Pasal 9 ayat (1): “Saksi dan/atau Korban yang raedisnya berada dalam
ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hagah memberikan kesaksian
tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perleaisglbut sedang diperiksa”.

9) Pasal 9 ayat (2): “Saksi dan/atau Korban sebagandanaksud pada ayat (1)
dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis gésampaikan di hadapan
pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tayag@gada berita acara
yang memuat tentang kesaksian tersebut”.

10) Pasal 9 ayat (3): “Saksi dan/atau Korban sebagananaksud pada ayat (1)
dapat pula didengar kesaksiannya secara langsumgumsarana elektronik
dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang”.

11) Pasal 10 ayat (1): “Saksi, Korban, dan Pelapoktdipat dituntut secara hukum
baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksiag akan, sedang, atau
telah diberikannya”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas yang th&hr dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerlindungarsiSin Korban, memang
telah cukup jelas dan tegas bagaimana perlindubggnkorban dari tindak pidana.
Kedudukan korban dalam membongkar kasus tindakpidaulai dipertimbangkan.
Dan perlindungan bagi korban tindak pidana punlatjan dengan adanya diatur
hak-hak dan kewajiban dari korban untuk mendapgtesimdungan hukum.
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Apabila kita perhatikan dan berdasarkan asas-agasrhundang-undang ini,
kita menemukannya telah diatur dalam pasal 3, yamaga dikatakan bahwa,
perlindungan saksi dan korban berasaskan pada aeagim atas harkat dan
martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak digkatif, dan kepastian hukum.
Dalam undang-undang ini asas hukum yang diterapikak semuanya dipenuhi
dalam pasal terapan. Jika asas penghargaan akag Han martabat manusia dan
rasa aman, pasal yang diterapkan undang-undangelas bertujuan untuk
memberikan penghargaan atas harkat dan martabatsraatian juga rasa aman
pada korban tindak pidana. Tetapi, jika asas kaagditidak diskriminatif dan
kepastian hukum, seperti yang ada dalam pasal dafatang-undang ini, masih
belum menerapkan tiga asas hukum tersebut. Karateandundang-undang ini
masih tampak kurang jelas dan tegas bagaimanarkaidoatindak pidana tertentu
untuk mendapatkan perlindungan. Korban hanya dikat@ecara umum saja, dan
ada pula pembatasan-pembatasan tindak pidanatteyang korbannya dapat
dilindungi atau meminta perlindungan hukum pada lha&ga Perlindungan Saksi
dan Korban yang dibentuk oleh undang-undang ini. ilapun harus disaring
terlebih dahulu oleh Lembaga Perlindungan SaksiKtatban, mana korban yang
layak untuk dilindungi dan tidak. Hal tersebut keeyarkan dari Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerligalurSaksi dan Korban,
yang menyatakan bahwa: “Hak sebagaimana dimaksdd pgat (1) diberikan
kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalasnskieasus tertentu sesuai
dengan keputusan LPSK”. Kemudian dalam pasal 28irdisahwa, “Perjanjian
perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korbadak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengampedimbangkan syarat
sebagai berikut:

a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;

b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atdaio

c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadapsBadn/atau Korban; dan
d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan olaksiSlan/atau Korban.”

Semakin kurang jelasnya ketika dalam Undang-Unddogior 13 Tahun
2006 ini, tidak diatur jelas tindak pidananya, pellingan bagi korbannya pun
ternyata harus dipilih lagi oleh pihak Lembaga iRdtngan Saksi dan Korban,
untuk dilindungi. Hal ini tidak seharusnya demikianenurut penulis, alangkah
lebih baik lagi, jika Lembaga Perlindungan Saksi 8arban tidak perlu memilih-
milih dahulu korban tindak pidana mana yang layakuk dilindungi dan mana
yang tidak, kalau pun harus demikian, harus jelda klasifikasi dan pertimbangan-
pertimbangan yang harus dan semestinya diterapkdmn l@mbaga Perlindungan
Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan,imiaharus diatur di dalam
undang-undang secara tegas dan jelas.

Ada pembatasan dalam hal korban tindak pidana ydihgdungi oleh
undang-undang ini, berdasarkan yang diatur dalarsalP& ayat (2) yang
menyatakan bahwa “hak sebagaimana dimaksud pada(Bydiberikan kepada
Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasusskéertentu sesuai dengan
keputusan LPSK”, dan penerapan pasal ini dapatlthigan dalam Penjelasan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 5 ayaydq®), “Yang dimaksud
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dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindialana korupsi, tindak pidana

narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme,ndandak pidana lain yang

mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkate patuasi yang sangat
membahayakan jiwanya”. Penjelasan tersebut jafiak timenunjukkan asas hukum
keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukuamg diatur pada pasal 3 dalam
undang-undang ini. Korban tindak pidana perkosatak tdisebutkan secara tegas
dalam undang-undang ini, begitu pula dengan penigen hukumnya. Semua
korban tindak pidana hanya disamakan saja di dalasang-undang ini. Hal inilah
yang sebenarnya membuat kondisi dari korban tingidiana perkosaan, yang
sebenarnya mengalami akibat yang berbeda dengdarkdindak pidana lain,
namun hanya disamakan saja oleh undang-undangmienjadi tidak begitu
sempurna perlindungan yang mereka rasakan dankdapd€orban tindak pidana
perkosaan secara jelas kita ketahui mengalami ta&ézara fisik, psikis, dan akibat
lainnya yang sangat merugikan korban.

Dasar perlindungan korban kejahatan dapat dilihat theberapa teori,
diantaranya sebagai berikit:

1. Teori utilitas, teori ini menitikberatkan pada kerfeatan yang terbesar bagi
jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungata korban kejahatan
dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatmy ylebih besar
dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsephetstidak saja bagi korban
kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hydtdama secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subjek hutamang maupun kelompok)
bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukang ylilakukannya
sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindakgpyang mengakibatkan
orang lain menderita kerugian, orang tersebut héertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasamgynembebaskannya.

3. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggamgp karena kesalahannya
terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibekewajiban untuk memberikan
ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Menurut penulis, dalam Undang-Undang Nomor 13 TaR006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, tidak diatur bagaangerlindungan bagi korban
tindak pidana perkosaan. Secara umum, hak-hak y#mgrikan oleh undang-
undang ini bagi korban kejahatan memang sudah codtikp Tetapi kiranya, hukum
haruslah berkembang, mempelajari, memahami dant dapagatur apa yang
sebenarnya dibutuhkan oleh korban tindak pidanakogaan. Dari ulasan
pembahasan diatas, mulai dari macam-macam tinddnai perkosaan, faktor-
faktor penyebab terjadinya, karakteristik dan aky@ang dialami korban dari tindak
pidana perkosaan, secara jelas telah dapat kitahketbahwa tindak pidana
perkosaan berbeda dengan tindak pidana lainnyan&ani merupakan kejahatan
seksual, amoral, pelanggaran terhadap harga diarsg perempuan. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungarsiS#n Korban, memang
telah memenuhi secara teori yaitu teori utilitagrittanggung jawab dan teori ganti
kerugian, namun dalam kasus perkosaan belum cukupok umemberikan

1 Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris GultorrQp.cit him. 163.
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perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pexéinssecara tegas, jelas, dan
tepat sasaran.

2. Kelemahan Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban Mengenai Perlindungan Terhadap
Korban Tindak Pidana Perkosaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerligalunSaksi dan
Korban, telah mempengaruhi perkembangan hukum giddrususnya tentang
perkembangan viktimologi di Indonesia. Perkembarigasecara formal, juga telah
berpengaruh terhadap pembaruan Kitab Undang-UnHalkgm Pidana Indonesia
(KUHP) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum AcRidana Indonesia
(KUHAP). Karena telah memberikan pengaruh dalamkgrabangan hukum pidana
Indonesia, tentu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2@®Bang Perlindungan
Saksi dan Korban memiliki nilai positif dengan keéimannya bagi korban
kejahatan, termasuk korban tindak pidana perkosaan.

Keunggulan secara umum dengan adanya Undang-Undangang
Perlindungan Saksi dan Korban ini, yaitu:

1) Dengan disahkannya Undang-Undang tentang PerlirmohuiSgksi dan Korban
ini, adanya suatu peraturan yang mengakomodasngengan terhadap korban
dalam sistem peradilan pidana di indonesia, yargplamnya belum diatur
secara baik dalam hukum pidana kita;

2) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korlimlak saja sebagai
sarana untuk memberikan perlindungan bagi korbatapi juga perlindungan
yang sama terhadap keluarga korban yang terkadgagmnendapatkan ancaman
dari pihak-pihak tertentu;

3) Undang-undang ini juga memberikan kejelasan dgradtean tentang hak-hak
korban pada saat sebelum, sedang dan setelah kograheri keterangannya.

4) Korban dapat mengetahui apa yang harus dilakukammyak mendapatkan
perlindungan hukum, karena dalam Undang-UndangnenPerlindungan Saksi
dan Korban juga dibentuk Lembaga Perlindungan Sd&si Korban (LPSK)
yang berwenang memberikan perlindungan bagi kaiibdak pidana.

Namun tetap harus kita perhatikan keselarasanahtdeum yang ada untuk
melindungi korban, dalam hal ini Undang-Undang Noh® Tahun 2006 dengan
bagaimana kondisi korban perkosaan sebenarnya. Memdukum sebagai norma
berarti juga memahami hukum sebagai sesuatu yahgrusnya das Solleh
Memahami hukum sebagaias Sollenberarti juga menginsyafi bahwa hukum
merupakan bagian dari kehidupan kita yang berfusgjsagai pedoman yang harus
diikuti dengan maksud supaya kehidupan kita disgalemikian rupa sehingga hak-
hak dan kewajiban-kewajiban orang dibagi sebagamarestinya, dan bukan
proposisi tentang sesuatu yang terjaldis( Seij

Hal ini jelas tidak relevan dengan kondisi dimatmablan dari tindak pidana
perkosaan, membutuhkan perlindungan dan pengakimasus yang jelas tentang
tindak pidana perkosaan. Negara harus dapat mejab@nan perlindungan hukum

12 Abdul Ghofur AnshoriFilsafat Hukum Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, 45.
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yang lebih tegas dan jelas dalam mengatur tentamgngungan korban tindak

pidana perkosaan.

Permasalahan dalam perlindungan saksi dan korlzahesebagai berikd:

1) Saat ini sekalipun telah ada Undang-Undang NomoiTaBun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, dan telah dibentrkliaga Perlindungan Saksi
dan Korban, namun dalam praktiknya tidaklah mud&bndala yang utama
adalah belum adanya persepsi yang sama antara ganftelindungan Saksi
dan Korban dengan penegak hukum dalam programngerigan saksi dan
korban.

2) Kendala selanjutnya menyangkut kepercayaan mastatakuk masuk dalam
program perlindungan saksi dan korban. Apakah &etilereka masuk dalam
program perlindungan saksi dan korban akan mengapatan keamanan.

Menurut penulis, jika dicermati pasal demi pasal dadang-Undang Nomor
13 Tahun 2006, ditemukan beberapa hal yang belatardantara lain:

1) Rumusan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 T2006 belum cukup
memberikan wewenang atau kekuasaan yang luas lesgbdga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK);

2) Rincian tugas dan wewenang Lembaga Perlindungasi 8ak Korban (LPSK),
belum dirumuskan secara jelas dalam undang-undangPasal 12 hanya
merumuskan secara umum tugas dan wewenang Lemlmayjadéngan Saksi
dan Korban (LPSK) namun tidak secara rinci;

3) Fungsi kelembagaan lebih bersifat pasif, karena umggu laporan atau
permintaan dari para saksi dan korban yang inglmddingi. Seharusnya
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ddpatindak untuk
melindungi tanpa harus menunggu laporan atau ptaamnsaksi dan korban
terlebih dahulu;

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini memberikaiadaen secara formal
tentang pembentukan kelembagaan secara formalham@ berada pada daerah
tertentu. Tentu akan lebih baik bila ada lembaga farmal yang diberi
kewenangan untuk dapat bekerja sama dengan LPSK;

5) Kekuatan mengikat dari keputusan LPSK. Pasal 2@f{ag) belum secara tegas
mengatur kekuatan mengikat suatu keputusan LPSK; da

6) Partisipasi masyarakat untuk secara sadar mergédi, karena adanya jaminan
perlindungan yang maksimal.

Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahgang juga
memerlukan perlindungan hukum. Korban perkosaamgeali menjadi korban
ganda. la sudah menderita karena perkosaan yalagnihga. Tetapi ketika harus
ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, ia imdsrus membayar uang
transport dan biaya perawatan di rumah sakit seriddak ada rumah sakit yang
memberikan pelayanan gratis kepada korban perkos#&amtika menjalani
pemeriksaan di kepolisian, korban bahkan disuruhcertakan peristiwa tersebut
dari awal sampai akhir. Tentu saja korban yang mmasauma atas peristiwa

13 pid. him. 217.
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tersebut, merasa diperkosa dua kali ketika harusggorgkapkan kembali peristiwa

mengerikan tesebut.

Sebaiknya, masyarakat harus mampu memberikan apemikiran untuk
mengatasi atau menjembatani, mengantisipasi atakabamerubah norma-norma
agar norma-norma yang hidup di masyarakat tesepat mampu mendukung
kehidupan warga masyarakat yang northaPara korban perkosaan tersebut
semuanya adalah bagian dari Bangsa Indonesia. iéshewajib melindungi dan
menjamin kesejahteraan mereka. Pemerintah dalaminhaimelalui Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban akan lebih baik méwmmbkerjasama dengan
berbagai pihak untuk memberikan perlindungan bagib&n tindak pidana
perkosaan.

Kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan berbaganblaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang kewanit@atok pemberdayaan korban
perkosaan dan mensosialisasikan program kepedelihadap korban perkosa&n.
Pemerintah jangan lagi setengah hati dalam mengerikang terbaik bagi
masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat terutamendigerlindungan dan
pemberdayaan perempuan dan anak, yang ada dalayaraieg jelas sangat
mendukung untuk memberikan perlindungan bagi kotbatak pidana perkosaan,
terutama yang memberikan perhatian khusus bagiper@n dan anak.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 inipedukan
penyempurnaan. Hal ini selaras dengan dengan mamg@a kehendak berbagai
komponen penyelenggara negara, lembaga masyarg&ag berkepentingan
terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalanegaikan hak asasi
manusia, keadilan, serta dalam upaya bersama omuokperkuat keberadaan LPSK
dalam menjalankan tugas dan fungsi memberikan ae#ay perlindungan kepada
saksi dan korban sesuai maksud dan tujuan dibdwakiya undang-undang itfi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan partigdn hukum terhadap
korban tindak pidana perkosaan, sebagai betikut:

1) Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di BuBelayanan Khusus
(RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yangtuertan nyaman di
kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yangadiekgrban kekerasan atau
pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dangankepada Polwan yang
empatik, penuh pengertian, dan profesional,

2) Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama ppess&langan mengingat
korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku gapgt membuat korban
trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yaag diberikan dalam
persidangan; dan

3) Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maké&o berhak mendapatkan
perlindungan yang antara lain yaitu, mendapatkasinat hukum, dan/atau

4 Suryono Ekotama, et.ap.cit him. 140.

*Ibid. him. 142.

'®bid. him. 214.

7 http:/LLex Crimen Vol I/No.2/Apr-Jun/20]18iakses, tanggal, 18 April 2013.

14



memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampas batktu perlindungan
akhir.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerligalunSaksi dan
Korban perlu dilakukan pembaharuan hukum, dan umgekindungan korban
tindak pidana perkosaan dalam undang-undang inishdiperbaharui dan diatur
lebih jelas dan tegas lagi. Sehingga kaum wanita ateak yang menjadi korban
tindak pidana perkosaan, dapat merasakan perlimauimgkum yang lebih baik lagi
dan lebih pasti diberikan oleh Undang-Undang temtBerlindungan Saksi dan
Korban ini. Dan pembaharuan hukum ini pun, dapaesiliaikan dengan
pembaharuan hukum pidana.

Pembaruan hukum pidana seperti dibawafini:

1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, pembartmukum pidana dapat
berorientasi kepada kebijakan sosial yang padakagikia adalah bagian dari
upaya untuk mengatasi maslaah-masalah sosial. @etarsebagai kebijakan
kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnyaafidbagian dari upaya
perlindungan terhadap masyarakat; dan

2) Dilihat dari segi kebijakan penegakan hukum, pemdoarmenggali nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakide(living law, antara lain dalam hukum
agama dan hukum adat.

Menurut penulis, dari pembahasan tentang perlinaglumgikum korban tindak
pidana di atas, kelemahan dari Undang-Undang NalBoifahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban tindaama perkosaan, aspek yang
diperhatikan yakni jenis tindak pidana dan korbanngistem kelembagaannya,
mekanisme pemberian perlindungan korban, dan sgm#tana. Dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1) Jenis tindak pidana dan korbannya. Dalam undangnamahi tidak diatur secara
tegas dan jelas jenis tindak pidana dan korbanyapg dilindungi. Termasuk
bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindakanad perkosaan,
perlindungan bagi korban hanya diatur secara umtampa memperhatikan
tindak pidana yang jelas. Padahal seharusnya adeedsan yang jelas yang
diatur oleh undang-undang ini, karena setiap tinpidena yang berbeda, tentu
memberikan akibat yang berbeda pula bagi korbatakipidana tersebut. Dalam
Pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa “hak sebagaimamakdud pada ayat (1)
diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak piddalam kasus-kasus
tertentu sesuai dengan kasus-kasus tertentu”. Kieamuthlam penjelasannya
yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, atdaratindak pidana korupsi,
tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak piddesrisme, dan tindak pidana
lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korbaadhpkan pada situasi yang
sangat membahayakan jiwanya. Berdasarkan penjelessebut, sepertinya ada
pembatasan korban tindak pidana yang dilindungih old?SK. Hal ini
mempertegas bahwa undang-undang ini belum sepeaumeyerapkan asas-

18 Yesmil Anwar dan AdangPembaruan Hukum Pidana-Reformasi Hukum PidaGaamedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, him. 21.
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asas yang dikatakan sesuai dengan pasal 3. Yadts tdak diskriminatif,
keadilan, dan kepastian hukum. Dengan adanya pesdrattindak pidana
tertentu sesuaai Pasal 5 ayat (2), ini menimbulieiwa asas tidak diskriminatif
tidak diterapkan dalam undang-undang ini.

2) Sistem kelembagaan, dalam Undang-Undang Nomor BBnT2006 ini dibentuk
suatu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, némimaga ini hanya ada di
pusat dan belum dibentuk di seluruh wilayah Neghrdonesia. Padahal
Indonesia merupakan negara yang sangat luas dgakbtarjadi tindak pidana di
daerah selain di Jakarta. Hal ini juga menjadi kdmthbagi korban tindak pidana,
khususnya korban tindak pidana perkosaan untuk apetkian perlindungan
hukum dari LPSK, dan dalam undang-undang ini tiddk diatur bagaimana
LPSK dapat membuat kerjasama dengan pihak lembagéormmal lain maupun
organisasi masyarakat dalam upaya memberikan gderigan hukum bagi
korban, sehingga yang terjadi dalam masyaraka#k tidanyak kasus tindak
pidana perkosaan yang tersentuh oleh LPSK;

3) Mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi korbandak pidana
perkosaan. Dalam undang-undang ini Pasal 5 ayatdig@ur bahwa “Hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kePaklsi dan/atau Korban
tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuagadekeputusan LPSK”.
Berdasarkan pernyataan dalam pasal tersebut, bBR®&K harus memutuskan
lagi tindak pidana tertentu yang diberikan perlingan hukum, sementara hal ini
tidak dipertegas dan diperjelas apa saja syaradsyaklasifikasi dan
pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukeh LPSK sebelum
memutuskan korban mana yang akan dilindungi darangang tidak. Lembaga
LPSK pun dalam undang-undang ini bersifat pasiekardalam mekanisme
pemberian perlindungan, LPSK menunggu laporan kiafban tindak pidana
yang membutuhkan perlindungan. Hal seperti inisj¢idak efisien, karena akan
memakan waktu dalam menulis permohonan secardisekpada LPSK, dan
korban tindak pidana perkosaan tentu tidak semuamganahami hal ini dan
bagaimana tata cara yang harus dilakukannya unandapatkan perlindungan
dari LPSK. Undang-undang ini masih lemah dalam rakogodir bagaimana
LPSK dapat menjalin koordinasi yang mumpuni deng@mbaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang ada di daerah, karena kondid_PSK sendiri berada
di Jakarta. Kondisi yang demikian ini, jelas belomanerapkan asas hukum yang
diterapkan dalam undang-undang ini, karena asadil&keabelum diterapkan
dengan baik dalam pasalnya. Keadilan terhadap sd&wmian tindak pidana,
terutama korban tindak pidana perkosaan, LPSK bekmtu dapat menjamin
memberikan perlindungan hukum terhadap semua korthasiak pidana
perkosaan yang berada di seluruh wilayah Indondara,;

4) Sanksi pidana, dalam pasal 37 sampai pasal 43 dAddadang Nomor 13
Tahun 2006 mengatur tentang ketentuan pidana. Saidlesia yang diatur sudah
cukup adil, namun akan lebih sempurna lagi jikaksamidana yang diatur
tersebut diperjelas lagi terhadap seseorang pedanmdglam kasus atau tindak
pidana apa.
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Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatalanya upaya
preventif maupun represif yang dilakukan, baikldikan oleh masyarakat maupun
pemerintah (melalui penegak hukumnya). Sehinggaddsarkan kelemahan-
kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2@9@§ yelah disebutkan
diatas, perlu pembaharuan hukum yang lebih jelage@zas lagi mengenai undang-
undang tentang tindak pidana perkosaan dan upaladomgan hukum korbannya.
Sehingga dapat lebih tegas dan pasti lagi, jikayaiggerlindungan hukum bagi
korban tindak pidana, khususnya tindak pidana o diatur lagi lebih khusus
dan lebih cermat lagi oleh penegak hukum, karendablg-Undang Nomor 13
Tahun 2006 belum sepenuhnya dapat memberikan gengan hukum bagi korban
tindak pidana perkosaan dengan baik, tegas danjjkéahanya diatur secara umum
dan semua korban kejahatan disamakan saja.

3. Penutup
1) Kesimpulan

a) Perlindungan korban tindak pidana perkosaan berkEsé&ndang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Kianban, bahwa
dalam undang-undang ini tidak diatur bagaimanarmkrhgan bagi korban
tindak pidana perkosaan. Secara umum, hak-hak yliogrikan oleh
undang-undang ini bagi korban kejahatan memanghswd&up baik.
Tetapi kiranya, hukum haruslah berkembang, mengrelanemahami dan
dapat mengatur apa yang sebenarnya dibutuhkarkotbhn tindak pidana
perkosaan.

b) Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tatg
Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban tindadama perkosaan,
adalah sebagai berikut:

1) Dalam undang-undang ini tidak diatur secara tega® gelas
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pexéins

2) Dalam undang-undang ini Lembaga Perlindungan Sd#si Korban
(LPSK) harus memutuskan lagi tindak pidana terteqang diberikan
perlindungan hukum, sementara hal ini tidak diggsedan diperjelas
apa saja syarat-syarat, klasifikasi dan pertimbaspgatimbangan
hukum yang harus dilakukan oleh LPSK sebelum meshkatu korban
mana yang akan dilindungi dan mana yang tidak; dan

3) Berdasarkan asas-asas hukum yang diterapkan dasah  undang-
undang ini, yaitu asas keadilan, tidak diskrimihatdan kepastian
hukum, belum diterapkan secara keseluruhan dalaal ferapan dalam
undang-undang ini, terutama bagi korban tindakrmadaerkosaan.

2) Saran
1) Diperlukan adanya suatu aturan hukum yang lebdsjdblam pemberian
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pex&os
2) Perlu dilakukan pembaharuan hukum oleh pemerintaland hal ini
melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (DR $#&ng lebih jelas
dan tegas mengenai Undang-Undang tentang Perliadur@pksi dan
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Korban, mengenai upaya dan tata cara pemberiamghengan hukum
untuk korban tindak pidana perkosaan.
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